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Abstrak
 

Penelitian ini didasarkan pada bentuk badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terlebih khusus

Badan Hukum Pendidikan yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

(UU BHP) yang membatalkan UU tersebut beserta implikasinya terhadap status hukum Universitas

Indonesia.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status perguruan Tinggi di Indonesia setelah

lahirnya UU BHP. Kedua, implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-

136/PUU-VII/2009 yang memutus tentang pembatalan UU BHP terhadap status hukum Universitas

Indonesia (UI).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan

pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perguruan tinggi di Indonesia setelah

lahirnya UU BHP terhadap perguruan tinggi berbadan hukum milik negara (PT BHMN) siap

bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum pendidikan (PT BHP), sedangkan perguruan

tinggi bersistem pengelolaan keuangan badan layanan umum (PT PK-BLU) tidak terpengaruh dengan

adanya UU BHP ini. UU BHP telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian.

Hasil dari pengujian tersebut adalah pembatalan UU BHP yang kemudian berimplikasi terhadap status

hukum UI. Status UI pasca pembatalan UU BHP tetap PT BHMN namun bersistem pengelolaan keuangan

badan layanan umum (PK-BLU) sebagaimana diamanatkan PP No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

......This study is based on the implementation of higher education entity in Indonesia; especially Law for

Educational Entity (BHP) regulated by Law Number 9 year 2009 and the Constitutional Court decision

Number 11-14-21-126- 136/PUU-VII/2009 on judicial review which invalidated the Law for Educational

Legal Entity (UU BHP) as well as its implication on the legal status of University of Indonesia.

This study discusses two main problems; first, the legal status of Higher Educations in Indonesia after the

issuance of the Law for Educational Legal Entity; second, the implications of the Constitutional Court

decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on the invalidation of the law for Educational Legal

Entity on the legal status of University of Indonesia (UI).

The method of this study is normative legal research using two secondary data and comparative approach.

The findings show that the status of higher education in Indonesia after the issuance of the Law for

Educational Legal Entity for the State Owned Legal Enterprises (PT BHMN) university is the

transformation of the university into Educational Legal Entity (PT BHP) University. Meanwhile, the
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university with the system of Financial Management of General Service Agency (PT PK-BLU) is not

influenced by the Law for Educational Legal Entity. This law has been proposed to the Constitutional Court

to conduct judicial review.

The result of the judicial review is the invalidation of the Law for Educational Entity which gives impact on

the legal status of UI. The status of UI after the invalidation is PT BHMN with the system of Financial

Management of General Service Agency (PK-BLU) as mandated by PP Number 66 year 20120 on the

amendment of PP Number 17 year 20120 on the Management and Education Implementation.


